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+ Mengapa Pengelolaan Pengaduan
Penting?

A Pelayanan Publik lengkap bila terdapat

pengelolaan Pengaduan

A Pelayanan Publik yang baik harus diiringl
dengan jumlah pengaduan yang proporsior

A Sesungguhnya muara dari Reformasi
Birokrasi adalah reformasi pelayanan publil

A Reformasi layanan publik harus disertal
Kemampuan penyelenggara untuk mengelc
ayanan publik.
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‘ Pengelolaan-Pengaduan dalam U4.25tah
2005 tentang’ Pelayanan-Publik

Pasal 8 ayat (2) menyatakan penyelenggaraan yanblik meliputi :
pelaksana, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan inte
penyluhan dan konsultasi.

Pasal 18 huruf g menyatakan masyarakat berhnak mengadukan
penyelenggara yang melakukan penyimpangan...

Pasal 21 huruf | menyatakan penanganan pengaduan merupakl
unsur darai standar pelayanan.

Pasal 23 ayat (4) penyelenggara wajib mengelola sistem informa
yanblik termasuk pengelolaan pengaduan

Pasal 36 dan 37 berisi sarana prasaran pengaduan dan bagaime
menindaklanjutinya.



Pengawas-Pelayanan Publik

. Internal : Pengelola Pengaduan,
Inspektorat

. Eksternal : Ombudsman,DPR/DPRD
. Masyarakat : LSM dl
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Posisi.Pengelolaan Pengaduan

Berdasarkan UU 25 Tahun 20
Pasal 8 ayat (2)

PL: Pelaksana Yanblik

PPM: Pengelola Penga Satuan Kerja
Penyenggasa
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* TugasPokok Pengeloldengaduan

- Menerima Pengadu

. Memasukkan dalam register/database

- Meneliti kelengkapan administrasi

. Melakuan pemeriksaan substansi

. Menyampaikan hasil pemeriksaan

. Mencatat semua proses dalam database

. Melakukan komunikasi dalam setiap
tahapan.



* Posisi Ombudsmanalam-SP4N

. Ombudsman mengambil peran sebagal pengawas
eksternal sesual UU 37/2008 dan UU 25/20009;

. Keterlibatan Ombudsman dalam SP4N sejalan dengal
target RPJMN 2013019 untuk mendorong
pembentukan pengelola pengaduan internal di tiap
penyelenggara pelayanan publik;

. Dalam hal integrasi pengelolaan pengaduan berbasis
teknologi informasi, Ombudsman turut serta dalam
mengawasi dan menindaklanjuti pengaduan masyaral
yang tidak ditanggapi oleh Terlapor dalam kurun wakitt
tertentu.



. Mendorong pembentukan pengelola pengaduan
Internal di tiap penyelenggara pelayanan publik, si
satunya melalui peran kantor perwakilan di 32
provinsi;

. Meningkatkan ketrampilan pengelola pengaduan
Internal untuk menyelesaikan pengaduan
masyarakat;

. Kerjasama dengan KemenpanRB dan KSP untuk
mendukung pencapaian Road Map SP4N;

- Integrasi LAPOR! dengan Sistem Informasi
Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPel).



